
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 118 TAHUN 2021 

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 

PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR 

UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja

yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja 

pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai tindak lanjut 

penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan 

organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi melalui persetujuan Nomor

B/1009/M.KT.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 hai 

Penyederhanaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan Kementerian Perhubungan;

c. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
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Mengingat

Menetapkan

Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara, perlu dilakukan penyesuaian sehingga 

perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT 

PENYELENGGARA BANDAR UDARA.
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Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332), yang telah beberapa kali

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

a. Nomor PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);

b. Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1489);

c. Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 262); dan

d. Nomor PM 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 976),

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 26

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Pasal 27 dihapus.
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3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 28

Di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 

ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan 

yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

Pasal 29 diubah, serta ayat (5) dan ayat (6) dihapus, 

sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

memberikan pelayanan fungsional dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Unit 

Penyelenggara Bandar Udara sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat ditetapkan Koordinator Pelaksana 

Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang 

lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi.

(3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 

tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan 

pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas 

masing-masing.

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang transportasi menetapkan tata 

cara penunjukan dan penetapan koordinator 

pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.
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5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 31

Setiap unsur di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara dalam melaksanakan tugasnya menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lain 

yang terkait.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 33

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan 

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang 

telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan 

secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara 

berkala sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan.

7. Pasal 34 dihapus.

8. Ketentuan Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut:
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BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN 

PEMBERHENTIAN

9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 38

(1) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 

I Utama merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

atau jabatan struktural Eselon II.b.

(2) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas

I merupakan Jabatan Administrator atau jabatan 

struktural Eselon III.a.

(3) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas

II, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Unit 

Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama 

merupakan Jabatan Administrator atau jabatan 

struktural Eselon Ill.b.

(4) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas

III, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor 

Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I merupakan 

Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

(5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Unit 

Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama dan Kelas

II merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan 

struktural Eselon IV.b.

(6) Kepala Satpel BU dan Ketua Kelompok merupakan 

jabatan noneselon.

10. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, 

Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan
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diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang transportasi.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepegawaian.

11. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam 

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, Kepala Kantor 

Unit Penyelenggara Bandar Udara harus mengusulkan 

rumusan jabatan fungsional, peta proses bisnis, uraian 

jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu 

capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar 

kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan 

analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan 

kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

12. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh 

jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta 

pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor 

Unit Penyelenggara Bandar Udara berdasarkan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit 

Penyelenggara Bandar Udara, tetap melaksanakan tugas
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dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan barn 

dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri 

ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini 

berlaku.

13. Lampiran I huruf d diubah sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1600

Salinan sesuai dengan aslinya

fM,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

WANTO
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 

INDONESIA

NOMOR PM 118 TAHUN 2021 

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 

40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR 

UDARA

A. BAGAN ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

KELAS I UTAMA



11

B. BAGAN ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA 

KELASI

C. BAGAN ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA 

KELAS II
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D. BAGAN ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA 

KELAS III

Salinari sesuai dengan aslinya

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

ISWANTO


